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Permasalahan Hukum dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum

LKPP
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Permasalahan Hukum Terkait Pengadaan Barang/Jasa

Temuan Analisis Putusan Perkara Pidana Korupsi pada Pengadaan Barang/Jasa

Upaya Mitigasi Permasalahan Hukum
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Pengaturan Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa pada UU Jasa Konstruksi Pasca UU Cipta Kerja

[image: image34.png]



AU Ciptaker Pasal 52



Mengubah Kewenangan

· Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9

· Ketentuan lebih lanjut diatur dalam PP

Mengubah Bentuk Pengaturan

Pasal 20, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31,

Pasal 34, Pasal 35, Pasal 38, Pasal 44, Pasal 59, Pasal 69, Pasal 72,

Pasal 84, Pasal 89, Pasal 96, Pasal 99, Pasal 102

Menghapus

Pasal 31 (Tanda Daftar Pengalaman)

Pasal 36 (Usaha Penyediaan Bangunan)

Pasal 42 (Metode Pemilihan Penyedia Jasa bersumber Pembiayaan Keuangan Negara)

Pasal 57 (Jaminan dalam Pemilihan)

Pasal 58 (korelasi dengan Pasal 36)
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Pasal 74 (Tenaga Kerja Konstruksi Asing)
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Pasal 92 (Sanksi kepada perwakilan badan usaha asing yang tidak menjalankan kewajiban) [image: image88.png]
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Permasalahan Hukum Terkait

Pengadaan Barang/Jasa
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Potensi Permasalahan/Sengketa Dalam Pengadaan Barang/Jasa

Maladministrasi
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Sengketa Informasi
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Penyebab Terjadinya Permasalahan Hukum

Perencanaan yang kurang matang

-
Tidak didukung justifikasi teknis yang kuat

-
Perencanaan terburu-buru

Kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas

-
Tidak transparan dalam berproses

-
Keputusan yang diambil tidak didukung justifikasi dan dokumentasi

yang lengkap

Lemahnya Pengendalian Kontrak

-
Pengendali kontrak yang kurang kompeten

-
Beban kerja yang terlalu besar

-
Ketiadaan tim pendukung

-
Klausul kontrak yang tidak jelas

Adanya Niat Jahat

-
Intervensi

-
Gratifikasi

-
Penyalahgunaan wewenang

-
Persekongkolan

Ketidakharmonisan Regulasi

· Kompleksitas pengaturan

· Jumlah pengaturan yang terlalu banyak

Sengketa Informasi
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Penyelesaian Sengketa Informasi
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Mediasi
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Ajudikasi
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Sengketa TUN
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Sengketa Perdata
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Penyelesaian Sengketa Perdata
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PERJANJIAN YANG DILARANG
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	•
	Oligopoli
	•
	Trust

	•
	Penetapan Harga
	•
	Oligopsoni

	•
	Pembagian Wilayah
	•
	Integrasi Vertikal

	•
	Pemboikotan
	•
	Perjanjian Tertutup

	•
	Kartel
	•
	Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri


KEGIATAN YANG DILARANG
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•  Monopoli

•  Monopsoni

· Penguasaan pasar

· Persekongkolan
POSISI DOMINAN

[image: image70.png]



•  Jabatan rangkap

· Pemilikan saham

· Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan
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Penanganan Perkara Persaingan Usaha
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Perkara Pidana
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Penyalahgunaan Gratifikasi Wewenang

Penanganan Perkara Pidana
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Alur Penanganan Perkara Pidana

PERISTIWA

(pidana)



PELAKSANAAN PUTUSAN
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Temuan Analisis Putusan

Perkara Pidana Korupsi Pengadaan Barang/Jasa

Data Kasus Pengadaan

Data dari 323 putusan pengadilan (2001-2020)
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*data per November 2021

Analisis Putusan Pengadilan*
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*Terhadap 185 putusan pengadilan yang di analisis
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Barang              Pekerjaan Konstruksi

	Terbukti
	Tidak

	
	Terbukti

	61
	4

	
	

	
	




Jasa

Konsultansi

Konstruksi
:

3

Non Konstruksi

Terbukti
Tidak

:
Terbukti

3
3
0





Jasa

Lainnya

Kesalahan Dalam Kasus Pekerjaan Konstruksi


	No
	Jenis Kesalahan
	Jumlah

	
	
	

	1
	Spesifikasi teknis hasil pekerjaan tidak sesuai dengan
	30

	
	kontrak
	

	
	
	

	
	
	

	2
	Volume pekerjaan tidak sesuai kontrak
	28

	
	
	

	3
	Pekerjaan belum selesai, namun pembayaran 100%
	28

	
	
	

	4
	PPK lalai dalam mengendalikan kontrak
	26

	
	
	

	5
	Pinjam perusahaan
	17

	
	
	



Kesalahan Dalam Kasus Jasa
Kesalahan Dalam Kasus Jasa

Konsultansi (Konstruksi)
Konsultansi (Non Konstruksi)


	No
	Klasifikasi Kesalahan
	Jumlah

	
	
	

	1
	Spesifikasi teknis hasil pekerjaan tidak sesuai
	2

	
	dengan kontrak
	

	
	
	

	2
	Volume pekerjaan tidak sesuai kontrak
	2

	3
	Pemalsuan dokumen hasil
	2

	
	pekerjaan/pelaksanaan kontrak
	

	
	
	

	4
	Konsultan Pengawas tidak melakukan
	2

	
	pengawasan
	

	
	
	

	5
	Pekerjaan belum selesai, namun pembayaran
	1

	
	100%.
	

	
	
	

	6
	Pinjam Perusahaan
	1

	7
	Pengalihan pekerjaan
	1

	8
	Persekongkolan PPK, Konsultan Pengawas,
	1

	
	dan Penyedia
	

	
	
	

	9
	Konsultan Pengawas tidak melakukan
	1

	
	pengawasan dengan benar (manipulasi)
	

	
	
	






	No
	Klasifikasi Kesalahan
	Jumlah
	
	
	

	1
	Pemalsuan dokumen penawaran
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Gratifikasi penyedia kepada pihak lain
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Pinjam perusahaan
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	HPS tidak dibuat
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Pemalsuan dokumen pelaksanaan kontrak
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Pemilihan tidak sesuai prosedur
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Pengalihan pekerjaan
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Evaluasi tidak sesuai
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Selisih dana pembayaran ke Penyedia
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	PPK tidak mengendalian kontrak
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Kesalahan Dalam Kasus Barang


	No
	Klasifikasi Kesalahan
	Jumlah

	
	
	

	1
	Pinjam Perusahaan
	29

	
	
	

	2
	Selisih pembayaran ke penyedia
	26

	3
	PPK tidak review harga untuk HPS
	25

	
	
	

	4
	Pekerjaan belum selesai, namun
	23

	
	pembayaran 100%.
	

	
	
	

	
	
	

	5
	Persekongkolan antar penyedia
	22

	
	
	

	6
	Proses pemilihan tidak sesuai prosedur
	21

	7
	Spesifikasi teknis hasil pekerjaan tidak
	18

	
	sesuai dengan kontrak
	

	
	
	

	
	
	

	8
	Pengalihan pekerjaan
	17

	
	
	




Kesalahan Dalam Kasus Jasa Lainnya


	No
	Klasifikasi Kesalahan
	Jumlah

	1
	Pemilihan tidak sesuai prosedur
	3

	2
	PPK lalai mengendalikan kontrak
	3

	3
	Pokja meluluskan penyedia yang tidak lulus
	3

	
	kualifikasi
	

	
	
	

	4
	Pinjam perusahaan
	3

	5
	Intervensi KPA
	2

	6
	Volume pekerjaan tidak sesuai kontrak
	2



Kasus Terbukti


Konstruksi


	Pasal Dakwaan yang Terbukti
	Jumlah
	

	(UU Pemberantasan Tindak Pidana
	
	

	
	(Kasus)
	

	Korupsi)
	
	

	
	
	

	Pasal 2 Ayat (1)
	12
	

	Melawan Hukum
	
	

	
	
	

	Pasal 3
	47
	

	Menyalahgunakan Kewenangan
	
	

	
	
	

	Pasal 12 huruf a
	
	

	Menerima Hadiah/Janji (Menerima
	1
	

	Suap)
	
	

	Pasal 12 huruf i
	1
	

	Total
	61
	




Jasa Konsultansi (Konstruksi)


	Pasal Dakwaan yang Terbukti
	Jumlah
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(UU Pemberantasan Tindak Pidana
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(Kasus)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Korupsi)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Pasal 2 Ayat (1)
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Melawan Hukum
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Pasal 3
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Menyalahgunakan Kewenangan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Total
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Kasus Terbukti


Barang


	
	Pasal Dakwaan yang Terbukti
	Jumlah

	
	(UU Pemberantasan Tindak Pidana
	

	
	
	(Kasus)

	
	Korupsi)
	

	
	
	

	
	Pasal 2 Ayat (1)
	13

	
	Melawan Hukum
	

	
	
	

	
	
	

	
	Pasal 3
	94

	
	Menyalahgunakan Kewenangan
	

	
	
	

	
	Pasal 5 ayat (2)
	2

	
	Gratifikasi
	

	
	
	

	
	Total
	109



Jasa Lainnya


	Pasal Dakwaan yang Terbukti
	Jumlah
	

	(UU Pemberantasan Tindak Pidana
	
	

	
	(Kasus)
	

	Korupsi)
	
	

	
	
	

	Pasal 3
	5
	

	Menyalahgunakan Kewenangan
	
	

	
	
	






Jasa Konsultansi (Non


Konstruksi)


	
	Pasal Dakwaan yang Terbukti
	Jumlah
	

	
	(UU Pemberantasan Tindak Pidana
	
	

	
	
	(Kasus)
	

	
	Korupsi)
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	Pasal 2 Ayat (1)
	0
	

	
	Melawan Hukum
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	Pasal 3
	3
	

	
	Menyalahgunakan Kewenangan
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	Total
	3
	

	
	
	
	


Kasus Tidak Terbukti


	
	
	Pasal Dakwaan yang Tidak Terbukti
	Jumlah

	
	
	(UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Pasal 2
	Ayat (1)
	Subsidiair Pasal 3
	3

	
	
	
	
	

	
	Pasal 2
	Ayat (1)
	Subsidiair Pasal 3 Lebih Subsidiair Pasal 9
	1

	
	
	
	
	

	
	
	
	Total
	4

	
	
	
	
	



AU No. 31 Tahun 1999 Jo UU 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi


Pasal 2 Ayat (1)

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu

korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara


Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan

kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan

negara atau perekonomian negara


Pasal 12

Huruf a

· Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

Huruf i


•
Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam [image: image13][image: image14][image: image15][image: image16][image: image17][image: image18][image: image19][image: image20][image: image21][image: image22][image: image23][image: image24] pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian [image: image25][image: image26] ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. [image: image27]

Mitigasi Permasalahan Hukum


Penguatan Kompetensi

-  Peningkatan Kapasitas

Preventif
-  Pembentukan Tim yang kompeten

-  Pendampingan Kontrak

Penguatan Peran APIP dan Biro/Bagian Hukum

	Upaya
	Preventif-
	-
	Pendampingan

	
	
	-
	Clearing House

	Mitigasi
	Korektif
	-
	Probity Advice


Upaya Korektif

	
	-
	Pengembalian kerugian negara

	Korektif
	-
	Pemberian Keterangan Ahli

	
	-
	Gugatan perdata


Expert’s Quotes

Prof. Eman Suparman, S.H. M.H.

“Dalam Bidang Perdata maupun Bidang Administrasi Negara, Pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan terhadap Perbuatan Melanggar Hukum dalam

bidang Perdata maupun TUN”



Prof Romli Atmasasmita, SH. LL-M

“Upaya Pencegahan sebagai Primum Remedium, upaya Penindakan sebagai Ultimum Remedium”

Dr. Dian Puji N. Simatupang, SH., MH. “Pengadaan harus mereformulasi

sebagai proses pengadaan yang mengutamakan kemanfaatan, dengan penyelesaian administrasi yang paling prioritas, efektif, akuntabel, dan transparan”…….


Thank You

